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Abstract 

Penelitian ini membahas kewajiban dan perlindungan konsumen dalam kontrak 

jual beli yang merupakan bagian integral dari hubungan hukum antara penjual 

dan pembeli. Dalam transaksi jual beli, konsumen sering kali berada pada posisi 

yang lebih lemah dibandingkan dengan penjual, baik dari segi informasi maupun 

kemampuan untuk menegosiasikan syarat-syarat kontrak. Oleh karena itu, hukum 

memberikan perlindungan khusus bagi konsumen untuk menjamin hak-hak 

mereka, termasuk jaminan terhadap produk yang dibeli, hak atas informasi yang 

benar, serta hak atas ganti rugi jika terjadi kerugian akibat produk cacat atau tidak 

sesuai perjanjian. Penelitian ini menganalisis berbagai aspek hukum yang 

mengatur kewajiban penjual, seperti kewajiban memberikan produk yang layak 

dan sesuai dengan deskripsi, serta kewajiban untuk tidak menyesatkan konsumen. 

Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi peran undang-undang perlindungan 

konsumen di Indonesia dalam melindungi hak-hak konsumen, dengan fokus pada 

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang 

digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-

undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan Undang-undang 

Perlindungan Konsumen efektif dalam melindungi hak konsumen yang terikat 

dalam kontrak jual beli.  

Abstract 
This study discusses consumer obligations and protection in sales and purchase 

contracts which are an integral part of the legal relationship between sellers and 

buyers. In sales and purchase transactions, consumers are often in a weaker 

position compared to sellers, both in terms of information and the ability to 

negotiate the terms of the contract. Therefore, the law provides special protection 

for consumers to guarantee their rights, including guarantees for purchased 

products, the right to correct information, and the right to compensation in the 

event of losses due to defective products or products that do not comply with the 

agreement. This study analyzes various legal aspects that regulate seller 

obligations, such as the obligation to provide products that are suitable and in 

accordance with the description, and the obligation not to mislead consumers. In 

addition, this study also evaluates the role of consumer protection laws in 

Indonesia in protecting consumer rights, with a focus on Law No. 8 of 1999 

concerning Consumer Protection. The research method used is normative 

juridical with a statutory regulatory approach and case studies. The results of the 

study indicate that the Consumer Protection Law is effective in protecting 

consumer rights bound by sales and purchase contracts. 
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PENDAHULUAN 

Kontrak jual beli merupakan salah satu bentuk perikatan yang paling fundamental dalam 

hubungan ekonomi, di mana transaksi antara penjual dan pembeli menjadi inti dari kegiatan 

perdagangan. Dalam praktiknya, kontrak jual beli bukan hanya sekadar kesepakatan antara dua pihak, 

tetapi juga dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum yang menjamin keadilan dan kepastian dalam 

transaksi. Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur kontrak jual beli diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). 

Kedua regulasi ini menetapkan hak dan kewajiban bagi para pelaku usaha dan konsumen, yang 

bertujuan untuk menciptakan transaksi yang adil dan transparan. 

Dalam konteks pelaku usaha, mereka memiliki tanggung jawab untuk menyediakan barang 

atau jasa yang memenuhi standar kualitas dan keamanan sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. 
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Pelaku usaha juga wajib memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk yang 

ditawarkan, agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat. Di sisi lain, konsumen sebagai 

pihak yang membeli memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Hak-hak ini mencakup hak 

untuk mendapatkan informasi yang memadai, hak untuk memilih, dan hak untuk mendapatkan barang 

yang aman serta sesuai dengan yang dijanjikan. 

Meskipun hukum telah mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban dalam kontrak jual 

beli, dalam praktiknya, masih banyak tantangan yang dihadapi. Kasus-kasus pelanggaran, seperti 

penjualan barang yang cacat, iklan yang menyesatkan, atau penyampaian informasi yang tidak akurat, 

seringkali merugikan konsumen. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan 

praktik dalam perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana 

kewajiban yang ada dapat melindungi konsumen dan bagaimana regulasi yang berlaku dapat 

diimplementasikan secara efektif. 

Selain itu, upaya hukum yang dapat diambil oleh konsumen dalam menghadapi pelanggaran 

oleh pelaku usaha juga perlu menjadi perhatian. Konsumen sering kali tidak mengetahui hak-haknya 

atau merasa tidak berdaya dalam menuntut hak-haknya ketika terjadi sengketa. Oleh karena itu, 

memahami berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, seperti pengaduan kepada Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau pengajuan gugatan ke pengadilan, sangat penting 

untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen. 

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai kewajiban dan 

perlindungan konsumen dalam kontrak jual beli. Pembahasan akan dimulai dengan penjelasan 

mengenai definisi dan karakteristik kontrak jual beli, diikuti dengan identifikasi hak dan kewajiban 

yang dimiliki oleh pelaku usaha serta konsumen. Selanjutnya, jurnal ini akan mengulas bagaimana 

kewajiban yang ada dapat memberikan perlindungan bagi konsumen, serta dasar hukum yang 

mengatur perlindungan konsumen di Indonesia. Aspek-aspek yang diatur dalam hukum tersebut akan 

dianalisis untuk menilai sejauh mana hukum dapat memberikan perlindungan yang efektif kepada 

konsumen.  

Selain itu, penelitian ini juga akan membahas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 

konsumen untuk melindungi hak-haknya, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme perlindungan 

konsumen dalam menangani kasus pelanggaran oleh pelaku usaha. Melalui pendekatan kualitatif dan 

analisis terhadap berbagai studi kasus, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan 

yang lebih mendalam mengenai peran hukum dalam melindungi konsumen, serta memberikan 

rekomendasi untuk perbaikan dalam praktik perlindungan konsumen di Indonesia. Dengan demikian, 

jurnal ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan pemahaman yang lebih baik mengenai 

pentingnya perlindungan konsumen dalam kontrak jual beli, serta mendorong pelaku usaha untuk 

lebih patuh terhadap kewajiban hukum yang ada. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini mengadopsi metode yang melibatkan dua pendekatan utama, yaitu literatur 

review dan studi pustakaan. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif 

mengenai kewajiban dan perlindungan konsumen dalam kontrak jual beli. 

Literatur review dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis, termasuk buku, jurnal, 

artikel, dan dokumen hukum yang relevan dengan tema penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti 

berupaya mengidentifikasi dan merangkum teori-teori serta temuan-temuan sebelumnya yang 

berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, dasar hukum yang mengatur perlindungan 

konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan dan 

menganalisis literatur yang berhubungan dengan tema utama penelitian, untuk membangun dasar teori 

yang kuat. 

Sementara itu, studi pustakaan dilakukan dengan menggali informasi dari berbagai dokumen, 

termasuk peraturan perundang-undangan, laporan lembaga perlindungan konsumen, dan hasil 

penelitian terdahulu. Pendekatan ini bertujuan memperoleh data empiris yang relevan, sehingga 

peneliti dapat memberikan analisis yang mendalam mengenai isu-isu terkait perlindungan konsumen 

dalam praktik kontrak jual beli. Pengumpulan data dilakukan dengan mengeksplorasi sumber-sumber 
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Media Hukum Indonesia (MHI) 
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane 
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index 

             November 2024. Vol. 2, No. 4 
  e-ISSN: 3032-6591 

pp 505-514 

 

Media Hukum Indonesia November 2024. Vol 2, No.4 | 507  

 

resmi, seperti Undang-Undang dan dokumen dari organisasi terkait perlindungan konsumen, untuk 

memahami konteks hukum dan praktik yang ada. 

Data yang terkumpul dari kedua pendekatan ini akan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis 

akan disajikan dalam bentuk deskriptif yang menjelaskan kewajiban para pihak dalam kontrak jual 

beli, hak-hak konsumen, serta efektivitas perlindungan yang ada. Dengan pendekatan ini, diharapkan 

penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami isu-isu yang terkait dengan 

perlindungan konsumen di Indonesia.  

Melalui kombinasi metode literatur review dan studi pustakaan, penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan temuan yang valid dan dapat diandalkan, serta memberikan rekomendasi yang berguna 

bagi pengembangan kebijakan dan praktik perlindungan konsumen di masa mendatang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kontrak Jual Beli  
Kata 'contract' dalam bahasa Belanda, yang diterjemahkan sebagai "kontrak" dalam bahasa 

Indonesia, juga dapat dipahami sebagai suatu bentuk perjanjian.
1
 Berdasarkan KUHPer pasal 1313 

suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih. Kontrak atau perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang 

melibatkan dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Kontrak 

menciptakan hubungan hukum yang dikenal sebagai perikatan, di mana satu pihak berjanji untuk 

memberikan sesuatu (prestasi), sementara pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi 

tersebut. Dengan demikian, kontrak tidak hanya mengikat secara moral, tetapi juga secara hukum, dan 

menjadi dasar untuk pelaksanaan hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat.
2
 

Menurut Prof. Subekti, kontrak dapat dipahami sebagai sebuah peristiwa di mana seseorang 

membuat janji kepada orang lain, atau kedua pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu yang 

mana dari peristiwa tersebut, timbul hubungan hukum yang disebut "perikatan" antara mereka. 

akibatnya, perjanjian yang dibuat akan menghasilkan perikatan di antara para pihak yang terlibat. 

Sementara itu, menurut Mariam Darus Badrulzaman, kontrak diartikan sebagai suatu tindakan hukum 

yang menciptakan perikatan, yaitu hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam ranah 

kekayaan, di mana satu pihak berhak atas prestasi, sementara pihak lainnya berkewajiban untuk 

memenuhinya.
3
  

Adapun jual beli merupakan kegiatan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang saling 

menukar barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Aktivitas ini telah menjadi salah 

satu bentuk transaksi ekonomi yang paling sering dilakukan oleh manusia sejak zaman kuno. Selain 

individu, kegiatan jual beli juga melibatkan perusahaan atau lembaga lainnya dalam kegiatan ekonomi 

mereka.
4
 Sehingga Kontrak jual beli dapat disimpulkan sebagai suatu perjanjian hukum antara dua 

pihak atau lebih yang saling berkomitmen untuk menukar barang atau jasa dengan tujuan memperoleh 

keuntungan. Dalam kontrak ini, satu pihak bertindak sebagai penjual yang menyerahkan barang atau 

jasa, sementara pihak lainnya sebagai pembeli yang membayar imbalan yang disepakati. Kontrak jual 

beli mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, menjadikannya salah satu bentuk aktivitas 

ekonomi yang paling umum dan esensial dalam interaksi manusia dan bisnis. 

Dasar Hukum Perlindungan Konsumen  

Dasar hukum yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia adalah Undang-Undang 

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang ini dirancang untuk 

memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, memastikan bahwa mereka dapat bertransaksi 

dengan aman dan adil.
5
 

                                                
1 Editor wikipedia.org, “Kontrak”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak (diakses pada 19 November 2024, pukul 18.59) 

2 Iman Sjahputra, S. H. (2021). Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik: Ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen 
dan hukum siber. Penerbit Alumni. 

3 Abdul Basit, “6 Pengertian Kontrak, Jenis Jenis, Syarat Sah, dan Asas Hukum Kontrak”, https://wislah.com/pengertian-kontrak/ (diakses 

pada 19 November 2024, pukul 19.09) 

4 Editor geograf.id, Pengertian Jual Beli: Definisi dan Penjelasan Lengkap Menurut Ahli” https://geograf.id/jelaskan/pengertian-jual-beli/ 

(diakses pada 19 November 2024, pukul 19.16) 

5 Kristiyanti, C. T. S. (2022). Hukum perlindungan konsumen. Sinar Grafika. 
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UUPK mengatur hak-hak konsumen, seperti hak untuk memperoleh informasi yang akurat, 

kenyamanan, dan keamanan, hak untuk memilih barang atau jasa, serta hak atas ganti rugi jika terjadi 

pelanggaran, sementara konsumen juga memiliki kewajiban untuk membaca informasi dan mengikuti 

petunjuk penggunaan, sedangkan bagi pelaku usaha, UUPK menetapkan hak untuk menerima 

pembayaran sesuai kesepakatan dan perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang tidak 

jujur, serta kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas, menjaga mutu barang atau jasa, dan 

memberikan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan, di samping itu, UUPK juga mencakup 

lembaga yang bertugas mengawasi perlindungan konsumen, seperti Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK), yang menangani pengaduan dan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha 

untuk mencapai penyelesaian yang adil, serta menetapkan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar 

kewajiban perlindungan konsumen, yang bisa berupa denda, ganti rugi, atau pencabutan izin usaha, 

dan mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan 

berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
6
 

UUPK memberikan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi hak-hak konsumen, namun 

keberhasilannya terletak pada kesadaran dan kepatuhan dari semua pihak, baik pelaku usaha maupun 

konsumen. Meskipun telah ada regulasi yang jelas, tantangan dalam pelaksanaan masih ada, seperti 

kurangnya sosialisasi tentang hak-hak konsumen, serta perlunya pengawasan yang lebih ketat 

terhadap pelaku usaha. Dengan demikian, UUPK berperan sebagai alat penting dalam memberikan 

perlindungan kepada konsumen, namun keberhasilannya memerlukan kerjasama dan komitmen dari 

berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan pasar yang adil dan aman. 

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha serta Konsumen 

Secara rinci, terdapat hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen yang mengatur 

tindakan pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan jual beli. Menurut Pasal 6 UUPK, hak-hak yang 

dimiliki oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut: 

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai 

tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;  

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;  

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa 

konsumen;  

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak 

diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;  

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
7
 

Tujuan adanya hak pelaku usaha dalam Pasal 6 UUPK adalah untuk menciptakan keadilan 

dan keseimbangan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Hak ini memastikan bahwa 

pelaku usaha mendapatkan kepastian pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan, melindungi 

mereka dari tindakan konsumen yang beritikad buruk, dan memberi mereka kesempatan untuk 

membela diri dalam sengketa. Selain itu, hak ini juga memungkinkan pelaku usaha untuk rehabilitasi 

nama baik jika terbukti tidak bersalah, serta menjamin bahwa hak-hak mereka diakui sesuai dengan 

regulasi yang berlaku. Secara keseluruhan, tujuan tersebut mendukung terciptanya lingkungan bisnis 

yang adil dan berkelanjutan. 

Sementara itu,  kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK sebagai berikut :  

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;  

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau 

jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;  

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan 

ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;  

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa 

tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 

diperdagangkan;  

                                                
6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  

7 Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
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6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, 

pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;  

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima 

atau 6 Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimanfaatkan 

tidak sesuai dengan perjanjian.
8
 

Tujuan kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 7 UUPK adalah untuk 

memastikan bahwa mereka menjalankan bisnis dengan integritas dan keterbukaan. Kewajiban ini 

mendorong pelaku usaha untuk bertindak dengan itikad baik, menyediakan informasi yang akurat, dan 

memperlakukan konsumen secara adil. Dengan menjamin kualitas barang dan jasa, pelaku usaha 

melindungi konsumen dari produk yang cacat atau berbahaya. Selain itu, kewajiban untuk 

memberikan kompensasi atau ganti rugi memperkuat hak konsumen jika terjadi pelanggaran. Secara 

keseluruhan, kewajiban ini bertujuan untuk menciptakan kepercayaan dalam transaksi dan 

mendukung terciptanya lingkungan bisnis yang berkelanjutan. 

Selain hak dan kewajiban pelaku usaha, tentu saja UUPK mengatur hak dan kewajiban 

konsumen mengingat undang-undang ini dibuat untuk melindungi hak dan kewajiban konsumen 

dalam suatu perikatan yang mengikatnya. Hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4  UUPK, antara 

lain: 

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkannya sesuai nilai tukar dan jaminan yang 

dijanjikan. 

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau 

jasa. 

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. 

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa. 

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan benar dan jujur. 

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa 

tidak sesuai dengan perjanjian.
9
 

Dampak dari adanya pengaturan hak konsumen dalam UUPK sangat signifikan. Pertama, 

perlindungan hak ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pasar, yang mendorong 

partisipasi aktif dalam transaksi. Selain itu, konsumen merasa lebih aman karena memiliki jaminan 

atas kenyamanan, keamanan, dan informasi yang akurat mengenai produk. 

Pengaturan ini juga mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa 

yang mereka tawarkan, sehingga menciptakan persaingan yang sehat di pasar. Dengan adanya 

mekanisme untuk penyelesaian sengketa, konsumen memiliki saluran untuk menyampaikan keluhan 

dan mendapatkan keadilan, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan konsumen. Secara 

keseluruhan, pengaturan hak konsumen berkontribusi pada terciptanya lingkungan bisnis yang adil 

dan berkelanjutan. 

Sementara itu, Kewajiban konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UUPK, antara 

lain: 

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang 

dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 

2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 

3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 

4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
10

 

Kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memiliki 

peran penting dalam melindungi hak-hak konsumen dalam kontrak jual beli. Kewajiban tersebut 

mencakup tindakan yang harus diambil oleh pelaku usaha untuk memastikan bahwa konsumen 

                                                
8 Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

9 Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

10 Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230912230068910
https://hukumline.com/hak-konsumen-menurut-pbb-dan-uupk-yang-wajib-anda-ketahui/
https://hukumline.com/hak-konsumen-menurut-pbb-dan-uupk-yang-wajib-anda-ketahui/
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mendapatkan perlindungan yang layak, serta mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul dari 

transaksi. 

Pelaku usaha diwajibkan untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 

Kewajiban ini menuntut pelaku usaha untuk bertindak jujur dan transparan dalam interaksi dengan 

konsumen, sehingga konsumen merasa aman dalam bertransaksi. Selain itu, pelaku usaha harus 

memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang 

ditawarkan. Dengan adanya kewajiban ini, konsumen dapat memperoleh pemahaman yang akurat 

mengenai produk yang mereka beli, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk membuat 

keputusan yang tepat dan menghindari penipuan.
11

 

Pelaku usaha juga diwajibkan untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa sesuai dengan 

standar yang berlaku. Kewajiban ini penting untuk melindungi konsumen dari produk yang cacat atau 

berbahaya. Selain itu, pelaku usaha harus memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau 

mencoba produk sebelum membeli, serta memberikan jaminan atau garansi. Ini memberi konsumen 

rasa percaya dan keamanan terhadap produk yang mereka pilih, sehingga meningkatkan pengalaman 

berbelanja mereka.
12

 

Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika 

barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian juga sangat signifikan. Kewajiban ini 

memberikan hak bagi konsumen untuk mendapatkan kembali apa yang telah mereka bayar jika 

produk tersebut tidak memenuhi janjinya. Hal ini menciptakan rasa keadilan dan meningkatkan 

kepercayaan konsumen terhadap pasar. 

Di sisi lain, konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, seperti membaca 

informasi yang diberikan dan beritikad baik dalam transaksi. Meskipun konsumen memiliki hak untuk 

dilindungi, kewajiban mereka untuk memahami informasi dan bertindak jujur juga berkontribusi pada 

terciptanya hubungan yang harmonis dalam transaksi. 

Secara keseluruhan, kewajiban yang diatur dalam UUPK berfungsi sebagai jaminan bagi 

konsumen, memberikan mereka perlindungan yang lebih kuat dalam transaksi jual beli. Kewajiban 

tersebut tidak hanya melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil, tetapi juga mendorong 

pelaku usaha untuk bertindak dengan integritas dan transparansi. Ketika pelaku usaha mematuhi 

kewajiban ini, konsumen dapat merasa lebih aman dan terlindungi, yang pada akhirnya berkontribusi 

pada keberlangsungan dan pertumbuhan pasar yang sehat. 

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Untuk Melindungi Hak Konsumen  

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan konsumen 

dan memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi. Ini termasuk pembinaan kepada pelaku usaha 

mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur oleh 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila terjadi pelanggaran 

yang dilakukan oleh palaku usaha maka konsumen dapat memintai pertanggungjawaban kepada 

pelaku usaha.
13

 

Jenis-Jenis Upaya Hukum terdiri dari: 

1. Litigasi (Pengadilan) 

Litigasi adalah upaya hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan, di mana konsumen 

yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengajukan gugatan untuk mencari keadilan dan 

kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Dalam proses litigasi, konsumen dapat memilih untuk 

mengajukan gugatan di pengadilan umum, yang biasanya memproses perkara yang lebih kompleks 

atau melibatkan nilai kerugian yang signifikan. Selain itu, konsumen juga memiliki pilihan untuk 

mengajukan gugatan melalui lembaga penyelesaian sengketa seperti Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK), yang berfungsi sebagai alternatif bagi konsumen yang ingin menyelesaikan 

sengketa dengan cara yang lebih sederhana dan efisien. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-

Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), setiap konsumen berhak untuk mengajukan gugatan 

                                                
11 Ibid., 
12 Sihombing, A. (2023). Hukum Perlindungan Konsumen. CV. Azka Pustaka. 

13 Maharani, A., & Dzikra, A. D. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: 

Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 2(6), 659-666. 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230912230068910
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terhadap pelaku usaha baik melalui lembaga penyelesaian sengketa (seperti BPSK) maupun di 

peradilan umum. Dalam hal ini, konsumen dapat memilih jalur hukum yang sesuai dengan preferensi 

atau kebutuhan mereka, baik itu melalui jalur yang lebih formal dan panjang melalui pengadilan atau 

jalur yang lebih cepat melalui lembaga penyelesaian sengketa.
14

 

2. Non-Litigasi 

Selain melalui jalur pengadilan, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui upaya 

non-litigasi, yang mengacu pada proses penyelesaian tanpa melibatkan pengadilan. Salah satu metode 

utama dalam penyelesaian sengketa non-litigasi adalah melalui Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK), yang berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk membantu konsumen dan pelaku 

usaha mencapai penyelesaian yang adil tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan 

rumit. Proses non-litigasi ini sering kali dianggap lebih efisien karena lebih cepat, lebih fleksibel, dan 

memerlukan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan litigasi. Selain itu, proses di BPSK 

cenderung lebih aksesibel, memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menyelesaikan masalahnya 

secara langsung dengan pelaku usaha tanpa harus melalui prosedur hukum yang formal. Salah satu 

keuntungan lain dari penyelesaian sengketa non-litigasi adalah kemampuannya untuk menjaga 

hubungan baik antara konsumen dan pelaku usaha, mengingat pendekatannya yang lebih bersifat 

mediasi dan konsensual.
15

 

Mekanisme Pengajuan Gugatan 

Konsumen memiliki beberapa cara untuk mengajukan gugatan hukum apabila merasa 

dirugikan, tergantung pada sifat dan skala permasalahan yang dihadapi. Konsumen bisa mengajukan 

gugatan dengan cara: 

- Gugatan Individual: 

Gugatan ini diajukan oleh seorang konsumen yang merasa dirinya dirugikan oleh suatu produk 

atau layanan yang tidak memenuhi standar atau telah melanggar hak-hak konsumen. Misalnya, 

apabila seorang konsumen membeli barang yang cacat atau tidak sesuai dengan iklan, ia berhak 

untuk mengajukan gugatan guna mendapatkan ganti rugi atau kompensasi. Jika konsumen yang 

bersangkutan meninggal dunia, ahli warisnya berhak untuk melanjutkan gugatan tersebut atas 

nama orang yang telah meninggal. 

- Gugatan Kelas (Class Action):  

Dalam gugatan kelas, sekelompok konsumen yang menghadapi kerugian serupa dapat mengajukan 

gugatan secara kolektif terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab. Sistem ini 

memungkinkan satu atau beberapa individu untuk mewakili seluruh kelompok konsumen yang 

terdampak. Gugatan kelas sangat berguna untuk kasus-kasus yang melibatkan banyak konsumen 

dengan masalah yang sama, seperti produk cacat atau pelanggaran kebijakan perusahaan yang 

memengaruhi banyak orang sekaligus. Selain efisien, gugatan kelas juga memberikan akses 

keadilan bagi konsumen yang mungkin tidak mampu mengajukan gugatan secara individual. 

- Gugatan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen:  

Selain konsumen itu sendiri, lembaga perlindungan konsumen, yang biasanya merupakan 

organisasi non-pemerintah yang fokus pada perlindungan hak-hak konsumen, juga memiliki hak 

untuk mengajukan gugatan. Lembaga ini bertindak atas nama konsumen yang tidak dapat atau 

tidak ingin mengajukan gugatan secara langsung. Gugatan yang diajukan oleh lembaga 

perlindungan konsumen sering kali berfokus pada upaya untuk memperbaiki kebijakan atau 

regulasi yang tidak memadai, serta untuk memberikan efek jera kepada pihak yang melanggar hak-

hak konsumen.
16

 

Kendala dalam Penyelesaian Sengketa 

Meskipun terdapat berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak-hak 

konsumen, masih ada sejumlah kendala yang menghambat efektivitas penyelesaian sengketa, baik 

                                                
14 Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

15 Fauzi, A., & Koto, I. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur Litigasi Dan Non-

Litigasi. Jurnal Yuridis, 9(1), 13-26. 

16 Ibid. 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230912230068910
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melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Beberapa kendala utama yang sering muncul dalam 

pelaksanaan perlindungan konsumen antara lain: 

1. Ketidaksesuaian Regulasi dan Pengaturan yang Mengurangi Efektivitas BPSK 

Salah satu kendala signifikan dalam penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) adalah adanya ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan kondisi dan 

kebutuhan yang berkembang di lapangan. Beberapa ketentuan yang ada dalam peraturan terkait 

BPSK sering kali tidak cukup fleksibel atau terperinci, sehingga menyulitkan lembaga tersebut 

dalam menangani sengketa secara efektif. Selain itu, BPSK sering kali terbatas oleh sumber daya 

yang ada, baik dari sisi personel maupun anggaran, yang berdampak pada kemampuannya untuk 

menangani sengketa dalam jumlah besar atau yang memerlukan waktu penyelesaian yang cepat. 

Adanya tumpang tindih atau ketidakjelasan antara berbagai peraturan yang ada juga dapat 

memperlambat proses penyelesaian sengketa dan membuat pihak yang terlibat merasa frustrasi.
17

 

2. Isu Pembuktian di Pengadilan 

Dalam konteks litigasi pengadilan, salah satu kendala utama yang sering dihadapi oleh konsumen 

adalah masalah pembuktian. Di banyak kasus, beban pembuktian seringkali diletakkan pada 

konsumen, yang dalam banyak hal lebih sulit untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian pelaku 

usaha. Konsumen biasanya tidak memiliki akses langsung terhadap dokumen atau bukti yang 

relevan, seperti informasi terkait produk, proses produksi, atau kontrak yang dibuat dengan pelaku 

usaha. Hal ini membuat konsumen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, karena 

mereka harus mengumpulkan bukti yang sering kali sulit didapat tanpa bantuan profesional atau 

tanpa akses terhadap data internal pelaku usaha. Selain itu, dalam perkara yang melibatkan pelaku 

usaha besar, konsumen sering kali merasa terintimidasi dengan keberadaan pengacara atau tim 

hukum perusahaan yang lebih berpengalaman dan memiliki sumber daya lebih banyak. Hal ini 

dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam proses peradilan, di mana konsumen kesulitan 

memperoleh keadilan yang setara. Dalam beberapa kasus, sulit bagi konsumen untuk membuktikan 

adanya kerugian nyata yang diakibatkan oleh pelanggaran hak-hak konsumen, apalagi jika 

pelanggaran tersebut bersifat lebih abstrak atau tidak langsung, seperti dampak jangka panjang 

terhadap kesehatan atau lingkungan. 

Efektivitas Perlindungan Konsumen Mengatasi Kasus Pelanggaran Oleh Pelaku Usaha  
Perlindungan konsumen merupakan hal yang fundamental dalam memastikan keseimbangan 

antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi barang dan jasa. Dalam konteks ini, 

efektivitas perlindungan konsumen berfungsi untuk mencegah, menangani, serta menyelesaikan 

permasalahan yang muncul akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pelanggaran ini 

dapat berupa penipuan, ketidaksesuaian kualitas produk, penyalahgunaan informasi, atau 

ketidakadilan dalam praktik bisnis. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) 

menjadi landasan hukum utama dalam memberikan perlindungan kepada konsumen di Indonesia. 

Dalam UU ini, diatur berbagai hak konsumen yang meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan 

informasi yang jelas terkait produk atau layanan yang diterima. Sementara itu, pelaku usaha 

diharuskan untuk bertanggung jawab atas produk yang mereka tawarkan, baik dari segi kualitas, 

kelayakan, maupun keamanannya.
18

 

Namun, meskipun peraturan hukum telah ada, masih banyak kasus pelanggaran yang tidak 

teratasi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya penegakan 

hukum yang konsisten, minimnya kesadaran konsumen tentang hak-haknya, serta rendahnya 

transparansi dan akuntabilitas pelaku usaha dalam menjalankan bisnis. Selain itu, mekanisme 

penyelesaian sengketa konsumen yang belum optimal, baik melalui jalur pengadilan maupun lembaga 

alternatif, turut mempengaruhi tingkat keberhasilan perlindungan konsumen. 

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen dalam mengatasi pelanggaran oleh 

pelaku usaha, diperlukan berbagai langkah strategis. Beberapa langkah tersebut antara lain: 

1. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum: 

                                                
17 Sulasi Rongiyati, “Upaya Meningkatkan Perlindungan Konsumen Melalui Pengaturan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen” Info 

Singkat-XV-12-II-P3DI-Juni-2023-195.pdf (Diakses pada 19 November 2024, Pukul 21.26) 

18 Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230912230068910
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-12-II-P3DI-Juni-2023-195.pdf
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-12-II-P3DI-Juni-2023-195.pdf
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Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik bisnis, serta 

memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang melanggar hak konsumen. 

2. Edukasi dan Penyuluhan kepada Konsumen: 

Meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-haknya melalui kampanye edukasi, sehingga 

konsumen lebih berdaya dan mampu mengidentifikasi serta melaporkan pelanggaran yang terjadi. 

3. Penyederhanaan Proses Penyelesaian Sengketa:  

Memperkenalkan dan memperluas penggunaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa 

(seperti mediasi dan arbitrase) yang lebih cepat dan murah daripada jalur pengadilan formal. 

4. Transparansi dan Akuntabilitas Pelaku Usaha: 

Pelaku usaha diharapkan untuk lebih terbuka mengenai produk dan layanan yang mereka 

tawarkan, serta memiliki sistem pengaduan yang responsif dan efektif dalam menangani keluhan 

konsumen. 

Efektivitas perlindungan konsumen dalam mengatasi kasus pelanggaran oleh pelaku usaha di 

Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun kerangka hukum yang ada telah cukup 

memadai. Untuk meningkatkan efektivitas tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku 

usaha, dan konsumen itu sendiri. Peningkatan pengawasan, edukasi kepada konsumen, serta 

penegakan hukum yang lebih kuat adalah langkah-langkah kunci yang dapat memperbaiki mekanisme 

perlindungan konsumen. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan terhadap 

konsumen dapat lebih maksimal, menciptakan pasar yang lebih adil, serta menjaga kepercayaan 

konsumen terhadap produk dan layanan yang ada. 

 

SIMPULAN  

Setiap pihak dalam kontrak jual beli memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. 

Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan dan menjamin bahwa 

barang tersebut bebas dari cacat, sedangkan pembeli wajib membayar sesuai dengan nilai tukar yang 

disepakati. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan 

kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak konsumen dengan mengatur hak untuk 

mendapatkan informasi yang benar, jaminan atas produk, serta hak untuk mengajukan klaim jika 

produk tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam hal terjadi sengketa, konsumen memiliki hak 

untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi (non-litigasi) jalur litigasi jika diperlukan. Itikad baik 

menjadi prinsip fundamental dalam setiap transaksi jual beli. Baik penjual maupun pembeli 

diharapkan bertindak jujur dan transparan dalam memenuhi kewajiban sehingga dapat meminimalisir 

konflik dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi. 

 

SARAN  

Bagi pelaku usaha duntuk menyediakan saluran pengaduan yang efektif agar konsumen dapat 

mengatasi masalah dengan cepat. Bagi pemerintah, diperlukan program edukasi yang lebih intensif 

bagi konsumen mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli. Hal ini dapat dilakukan 

melalui seminar, workshop, dan kampanye informasi yang menjelaskan tentang perlindungan 

konsumen dan cara mengajukan keluhan. Pemerintah diharapkan untuk memperkuat regulasi terkait 

perlindungan konsumen, termasuk penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku usaha yang 

melanggar ketentuan termasuk penerapan sanksi yang lebih berat bagi pelanggaran yang merugikan 

konsumen. Pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk 

atau jasa yang ditawarkan, termasuk syarat dan ketentuan yang berlaku. Lembaga perlindungan 

konsumen harus berfungsi secara optimal untuk menangani pengaduan dan menyelesaikan sengketa 

antara konsumen dan pelaku usaha. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga perlindungan 

konsumen, dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-

hak mereka sebagai konsumen serta untuk memfasilitasi pengaduan. 
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